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BUPATI KUNINGAN

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Menimbang

Mengingat

a.

¥

KABUPATEN KUNINGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUNINGAN,

bahwa untuk membiayai kegiatan pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kuningan yang tidak dapat dibebankan dalam
satu tahun anggaran, perlu membentuk Dana Cadangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan melaksanakan ketentuan dalam Pasal 122
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 63 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus
Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
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Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Len mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5678);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 657) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 902);

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 21 Tahun
2013 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor
21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan
Nomor 20);

Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun
2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor
72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor
74);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Menetapkan

DAN
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG DANA CADANGAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUNINGAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

w

Daerah adalah Kabupaten Kuningan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintan Daerah Kabupaten
Kuningan.

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kuningan.
Bupati adalah Bupati Kuningan.
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Wakil Bupati adalah Wakil Bupati kuningan.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten
Kuningan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Kuningan.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat
dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut
APBD, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah
yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan
DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang ke luar dari Kas Umum
Daerah dan barang dan/atau jasa yang dikeluarkan Daerah.

Pendapatan Daerah adalah hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah Pemilihan Umum
untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kuningan secara
langsung Periode tahun 2018 s/d tahun 2023.

Penyelenggaraan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
adalah Keseluruhan Proses Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati termasuk Pengawasannya.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung
kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak
dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Kontribusi Tahunan Penerimaan APBD adalah alokasi dari APBD
yang akan disisihkan ke Dana Cadangan dalam 1 (satu) Tahun
Anggaran.

Rekening Khusus adalah tempat menyimpan Dana Cadangan
yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.

Transparan adalah prinsip pengelolaan keuangan dimana proses
pengambilan keputusan dapat diketahui oleh publik.

Akuntabel adalah prinsip pengelolaan keuangan berdasarkan
prinsip-prinsip akuntansi keuangan.

Belanja Daerah adalah kewajiban Daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih.

BAB 11
TUJUAN

Pasal 2
Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk membiayai
penyelenggaraan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati.

Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dianggarkan dalam APBD, dimulai pada Tahun Anggaran 2016
dan Tahun Anggaran 2017.



BAB 1
SUMBER DANA

Pasal 3

(1) Dana Cadangan bersumber dari sisa lebih anggaran tahun lalu
dan pendapatan tahun berjalan.

(2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
bersifat kumulatif.

Pasal 4

(1) Dana Cadangan kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) sebesar Rp. 23.000.000.000,00 (Dua puluh tiga milyar
rupiah).

(2) Untuk memenuhi Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pada tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp.
10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah) dan tahun 2017
dianggarkan sebesar Rp. 13.000.000.000,00 (Tiga belas milyar
rupiah);

(3) Setiap Perubahan Dana Cadangan ditetapkan dalam Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5
Perubahan jumlah dan waktu yang melampaui ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dapat dianggarkan
pada Tahun Anggaran 2018 dengan persetujuan DPRD.

Pasal 6
Bupati menghentikan penyisihan Dana Cadangan jika tujuan
Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
telah tercapai.

BAB VI
PENGELOLAAN DANA CADANGAN

Pasal 7
Pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan oleh Bupati sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disimpan
pada Rekening Khusus dalam bentuk Deposito.

(2) Jasa yang diperoleh atas penyimpanan Dana Cadangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan
Daerah dan harus disetorkan ke Kas Daerah pada ayat
penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) berlaku sejak
tahun Anggaran 2016.



Pasal 9
Pengelola Dana Cadangan wajib menyelenggarakan pencatatan dan
pembukuan secara transparan, dan akuntabel sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10
Pengelola Dana Cadangan berkewajiban membuat Ilaporan
semesteran tentang perkembangan Dana Cadangan kepada DPRD.

Pasal 11

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat
digunakan untuk memenuhi kegiatan penyelenggaraan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati yang mencakup program /kegiatan Komisi
Pemilihan Umum.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12
Teknis Pengelolaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7, 8, 9 dan 10 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Kuningan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.



Pasal 14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 25 Nopember 2015

BUPATI KUNINGAN

UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 26 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

YO ETIAWAN~

LEMBARAN 'DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2015 NOMOR 17 SERI E
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARA
(230/2015)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG

DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KUNINGAN

Umum.

Sesuai ketentuan Pasal 122 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa
Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan
yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran
dan pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 1 angka 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Dana Cadangan adalah dana
yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar
yang tidak dapat dipenuhi dalam satu Tahun Anggaran. Mendasari ketentuan ini
maka kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan periode tahun
2018-2023 yang membutuhkan dana yang cukup besar dan tidak dapat
dibebankan dalam satu Tahun Anggaran sehingga perlu dibentuk Dana
Cadangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan
Daerah dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah
itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam
penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas



Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2015 NOMOR 14



